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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sebagai makhluk hidup, tentunya sandang, pangan serta papan adalah hal-

hal yang sangat krusial sebagai penentu kelangsungan hidup manusia. Ketiga aspek 

tersebut biasa disebut sebagai kebutuhan primer. Untuk dapat bertahan hidup 

manusia perlu untuk makan, menggunakan pakaian serta juga memiliki tempat 

berlindung yakni tempat tinggal. Misalnya, dalam satu hari kita mengkonsumsi 

buah serta sayur-sayuran, tentunya kedua hal tersebut membutuhkan tanah sebagai 

media untuk bertumbuh. Begitu pula dengan tempat tinggal, tentunya bangunan 

tempat tinggal harus dibangun diatas tanah.  

 Keberadaan tanah dalam tatanan hidup manusia memiliki arti serta juga 

sebagai fungsi ganda, yakni sebagai suatu social asset dan juga capital asset. Social 

Asset yang dimaksud disini adalah bahwa tanah adalah suatu media pengikat 

kesatuan sosial dalam menjalankan hidup dan kehidupan di kalangan masyarakat. 

Sementara itu capital asset maksudnya adalah bahwa tanah adalah suatu aspek 

modal guna pembangunan, juga telah berkembang menjadi suatu media ekonomi 

yang begitu penting, serta menjadi obyek spekulasi dan bahan perniagaan.1 Tanah 

sebagai suatu bagian dari lapisan bumi memiliki arti yang begitu pentingnya bagi 

kelangsungan hidup manusia, baik itu sebagai zona atau ruang bagi kelangsungan 

hidup manusia dan segala kegiatan yang dilakukan, sebagai suatu akar kehidupan, 

 
1 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, (Malang: Bayumedia, 
2007), hal. 1 
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hingga sebagai suatu bangsa tanah dianggap sebagai suatu unsur wilayah yang 

menunjukkan kedaulatan suatu negara. Maka dari itu, tanah bagi bangsa Indonesia 

memiliki kaitan abadi dan juga memiliki sifat yang magis religius dan harus dijaga, 

dikelola, serta dilakukan pemanfaatan dengan baik.2 Itulah sebabnya tanah menjadi 

media yang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk 

hidup lainnya dalam rangka untuk bertahan hidup. 

  Pengertian dari dari tanah apabila mengacu kepada Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi 

yang di atas sekali.3 Sementara itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah (UUPA) 

didefinisikan sebagai permukaan bumi.4 Dalam pendapat yang dikemukakan oleh 

Soerojo Wignjodipoero di dalam bukunya, tanah menjadi penting bagi manusia 

karena disebabkan oleh 2 (dua) hal, yakni:5 

1. "Karena Sifatnya 
Yakni tanah adalah satu-satunya benda kekayaan yang kalau-kalau 
terjadi  keadaan yang seperti apapun juga masih akan bersifat tetap 
dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang tanah tersebut malah 
menjadi lebih menguntungkan.  

2. Karena Faktanya: 
Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu: 
a. Merupakan tempat tinggal persekutuan; 
b. Memberi penghidupan kepada persekutuan; 
c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang 

meninggal dunia dikebumikan; 

 
2 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 
hal 115 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), https://kbbi.web.id/tanah, diakses pada 6 Juni 
2021 
4 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria 
5 Soerojo Wignjodipero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 
1982), hal 86 
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d. Merupakan pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung 
persekutuan dan roh leluhur persekutuan." 

 
 Walaupun tanah adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia, namun ketersediaannya terbatas. Hal ini disebabkan karena populasi 

manusia di muka bumi semakin hari semakin meningkat, sehingga permintaan akan 

tanah juga menjadi meningkat. Di Indonesia sendiri meningkatnya populasi 

penduduk dapat dilihat berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk tahun 2020, yang 

diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik No. 

07/01/Th. XXIV pada tanggal 21 Januari 2021 dilampirkan bahwa jumlah 

penduduk Indonesia adalah sebanyak 270,20 (dua ratus tujuh puluh koma dua puluh) 

juta jiwa, yang mana bertambah 32,56 (tiga puluh dua koma lima puluh enam) juta 

jiwa apabila dibandingkan dengan Hasil Sensus Penduduk di tahun 2010.6 Bahkan 

Indonesia sendiri menempati urutan ke-4 (keempat) dengan negara berpenduduk 

terbanyak berdasarkan data yang diunggah oleh Worldometers, setelah Amerika 

Serikat yang berada di urutan ke-3 (ketiga), India di urutan ke-2 (kedua) dan China 

di urutan ke-1 (pertama).7 

 Besarnya angka tersebut tentunya berpengaruh besar kepada banyak aspek 

kehidupan masyarakat di Indonesia. Mulai dari menyempitnya lapangan pekerjaan, 

hingga meningkatnya permintaan atas tanah sehingga mengakibatkan tanah kosong 

menjadi lebih terbatas. Akibatnya dewasa ini mulai marak terjadi pembangunan 

apartemen untuk digunakan sebagai tempat tinggal tetap, khususnya di kota-kota 

besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya.  

 
6 Badan Pusat Statistik,  https://www.bps.go.id/website/images/Hasil-SP2020-ind.jpg, diakses pada 
6 Juni 2021 
7 Worldometers, https://www.worldometers.info/world-population/, diakses pada 6 Juni 2021 
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 Selain mempengaruhi proses pembangunan tempat tinggal, tentunya 

terbatasnya ketersediaan tanah kosong juga berpengaruh terhadap pembangunan-

pembangunan lainnya, misalnya untuk tempat rekreasi, fasilitas-fasilitas umum, 

hingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya agar 

pemasalahan tersebut dapat terselesaikan, maka dilakukanlah pengadaan tanah. 

Pengadaan tanah ini seringkali dilakukan oleh Pemerintah untuk memperoleh tanah  

dalam rangka melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, kepentingan 

umum yang dimaksud disini adalah kepentingan bagi bangsa, negara, dan 

masyarakat.8  Salah satu contohnya adalah untuk pembangunan jalan tol, waduk, 

fasilitas sosial, cagar alam, dan lain sebagainya.  Dalam 5 tahun terakhir ini sudah 

banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti 

pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing dan juga pembangunan Jalan Tol Solo-

Yogyakarta. 

 Hal tersebut dilakukan sebagai wujud untuk merealisasikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) Tahun 2020-2024 sesuai 

dengan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

 Pengertian dari pengadaan tanah apabila mengacu kepada Pasal 18 UUPA 

dapat diartikan sebagai suatu pencabutan hak-hak atas tanah guna kepentingan 

umum, termasuk juga untuk kepentingan bagi bangsa serta negara, maupun 

kepentingan rakyat bersama, hal tersebut dilakukan dengan memberikan ganti 

 
8 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan umum 
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kerugian yang layak sesuai dengan peraturan di dalam undang-undang.9 Pengertian 

pengadaan tanah juga dapat mengacu kepada Pasal 1 ayat (2) & (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (UU No 2 /2012) dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 

pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam arti berkuasa atau 

memiliki objek pengadaan tanah.10 Arti pengadaan tanah secara luas mengandung 

3 unsur sebagai berikut:11 

1. Kegiatan yang dilakukan guna memperoleh tanah, yang dilakukan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan akan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum; 

2. Memberikan ganti kerugian kepada pihak yang terdampak kegiatan; 

3. Pelepasan hubungan hukum diantara pihak lain dengan pihak yang memiliki 

tanah. 

 Dalam melaksanakan pengadaan tanah tersebut, haruslah 

mempertimbangkan peran tanah dalam kelangsungan hidup manusia, prinsip 

penghormatan kepada hak-hak atas tanah yang sah, kepastian hukum, 

dilaksanakannya secara transparan dan cepat, dilakukan berdasarkan "prinsip 

 
9 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
10Pasal 1 ayat (2) & 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
11 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, (Jakarta: 
Penerbi Jala Permata Aksara, 2015), hal. 3 
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kemanusiaan, demokratis dan keadilan" serta prinsip "musyawarah langsung" 

dengan si pemilik hak atas tanah.12 

 Selanjutnya hak-hak atas tanah itu terdiri dari beberapa macam, dan bukan 

hanya satu jenis saja yakni:13  

1. "Hak milik; 
2. Hak guna usaha (HGU); 
3. Hak guna bangunan (HGB); 
4. Hak pakai; 
5. Hak sewa; 
6. Hak membuka tanah; 
7. Hak memungut hasil hutan; 
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di  
 atas." 

 
 Hak-hak atas tanah sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat dicabut, 

namun dengan catatan haruslah memberikan ganti rugi yang layak, hal itu 

dilakukan guna kepentingan umum, tak terkecuali bagi kepentingan bangsa serta 

Negara, maupun kepentingan bersama dari rakyat, prosedur harus dilakukan 

menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.14 Walaupun telah diatur oleh 

undang-undang, namun pada kenyataannya seringkali dalam proses ganti rugi 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku atau bahkan mengalami kesulitan karena perbedaan pendapat dalam 

besaran nilai ganti rugi yang diinginkan saat melakukan musyawarah. Musyawarah 

secara konsepsional merupakan mekanisme untuk menemukan kata sepakat dalam 

penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam praktiknya menjadi 

 
12 Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhuda Muchsin, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan 
Hak Atas Tanah unuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015), 
hal. 24 
13 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria 
14 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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bottleneck dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Sejatinya 

persoalannya bukan pada musyawarahnya melainkan pada nilai ganti kerugian 

yang tidak didasarkan pada keadilan bagi para pemilik tanah (misalnya NJOP15 

sebagai basis utama).16 Dalam melakukan pembayaran ganti kerugian dalam rangka 

melepaskan hak atas tanah, pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek yakni:17 

1. "Kesebandingan: ukuran untuk kesebandingan antara hak yang hilang 
dengan penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan 
masyarakat yang berlaku umum 

2. Layak: selain sebanding, ganti rugi harus layak jika penggantian dengan 
hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah hilang. 

3. Perhitungan cermat: perhitungan harus cermat, termasuk di dalamnya 
penggunaan waktu, nilai, dan derajat." 

 
 Pemerintah juga kiranya dapat mempertimbangkan beberapa faktor-faktor 

sebagai berikut dalam memberikan ganti kerugian:18 

1. "Lokasi/tempat tanah (apakah terletak dalam lokasi yang strategis atau 
kurang strategis); 

2. Memperhatikan status dari hak atas tanah, apakah merupakan 
pemegang hak yang sah/penggarap; 

3. Status kepemilikan haknya (HGB, Hak Milik, dan sebagainya); 
4. Sarana dan prasarananya lengkap atau kurang lengkap; 
5. Terpelihara atau tidaknya keadaan dari pengguna tanah; 
6. Kerugian yang ditimbulkan karena hak atas tanah seseorang dipecah;  
7. Biaya yang harus dikeluarkan karena perpindahan tempat ataupun 

pekerjaan; dan  
8. Kerugian yang ditimbulkan apabila penghasilan pemegang hak 

mengalami penurunan." 
 

 
15 Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 
beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 
atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti 
16  Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah (Sejarah 
Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia), (Jakarta: Tatanusa, 2016). hal. 72 
17  Tatit Januar Habibi, Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia 
Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu  (Tesis), Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2007, hal. 45-46 
18 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 
Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 80-81 
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 Apabila kita mengacu kepada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang tanahnya 

digunakan dalam pembangunan guna kepentingan umum dapat berwujud dalam 

berbagai bentuk yakni diantaranya sebagai berikut :19 

1. "Uang; 
2. Tanah Pengganti; 
3. Pemukiman kembali; 
4. Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan; 
5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan." 
 

 Tak jarang pula terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam proses pengadaan tanah, misalnya biaya ganti kerugian yang 

tak kunjung dibayarkan hingga pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak ketika musyawarah. Seperti halnya dalam 

kasus yang terjadi dalam Putusan 456/Pdt.G.S/2018/PN Smd, dalam perkara ini Ibu 

Ipin (selanjutnya akan disebut sebagai penggugat) melayangkan gugatan terhadap 

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede 

(selanjutnya disebut sebagai tergugat) atas dasar perbuatan melawan hukum.  

 Peristiwa ini diawali dengan pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan 

oleh Pemerintah yang dilaksanakan mulai dari tahun 1982 hingga tahun 1986. 

Rumah tergugat yang mana berlokasi di Dusun Tambuar Kmp. Buniasih RT.04 

RK.02 Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi 

 
19 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
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Jawa Barat merupakan salah satu rumah yang dijadikan objek pengadaan tanah 

untuk proyek pembangunan Waduk Jatigede di tahun 1984. Bahwa pada tahun 2015, 

melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) 

Penggugat yang merupakan warga yang bertempat tinggal di area Waduk Jatigede 

dinyatakan berhak untuk mendapatkan tempat penampungan pemukiman baru 

berupa rumah pengganti, yang pemberian ganti kerugiannya diberikan dalam 

bentuk uang tunai. Sayangnya hingga tahun 2018, uang ganti rugi rumah pengganti 

yang menjadi hak Penggugat tak kunjung dibayarkan oleh Tergugat, hal ini 

disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nomor ID atas bangunan rumah 

milik Penggugat sehingga Penggugat kesulitan untuk melakukan klaim biaya ganti 

kerugian atas tanahnya tersebut, sehingga berakibat Penggugat tidak dapat 

menerima uang pengganti atas rumah miliknya. Nomor ID adalah merupakan 

nomor yang tercantum dalam berkas/formulir registrasi yang memiliki latar warna 

kuning. Nomor ID terdiri dari kombinasi angka yang sudah ditentukan oleh pihak 

Panitia Waduk Jatigede, dapat dikatakan bahwa Nomor ID adalah merupakan 

kombinasi nomor unik yang menjadi identitas sekaligus menjadi salah satu bukti 

bagi masyarakat untuk mengajukan klaim atas ganti kerugian pada panitia Waduk 

Jatigede.  Penggugat yang mana dalam hal ini tidak diberikan Nomor ID oleh 

Tergugat tentunya mengalami kesulitan dalam hal melakukan klaim atas ganti 

kerugian yang sudah menjadi haknya, apalagi Nomor ID ini merupakan salah satu 

bukti yang harus ditunjukkan saat melakukan klaim ganti kerugian. 

 Hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas tersebut kemudian menjadi 

dasar bagi Penggugat untuk melayangkan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan 
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Hukum kepada Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat  meminta ganti rugi uang 

tunai pengganti rumah tinggalnya yakni sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua 

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang mana 

uang tersebut memang sudah seharusnya menjadi hak yang diterima oleh 

Penggugat dan menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memberikan ganti kerugian 

atas rumah tinggal milik Penggugat tersebut.  

 Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Penulis tertarik 

untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan judul "Perbuatan Melawan 

Hukum Pada Ganti Kerugian  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna 

Pembangunan Waduk Jatigede (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 

456/Pdt.G.S/2018/Pn Smd)". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pada pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dalam pemberian ganti kerugian pada pemilik tanah 

dalam Putusan Pengadilan Nomor 456/Pdt.G.S/PN Smd ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri 

Sumedang Nomor 456/Pdt.G.S/2018/PN Smd ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
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Kepentingan Umum Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penulisan ini tentunya adalah untuk mendapatkan jawaban atas 

rumusan masalah sebagaimana tercantum diatas, sehingga tujuan penelitian ini 

yakni:  

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh pemerintah pada pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam pemberian ganti kerugian pada pemilik tanah dalam Putusan 

Pengadilan Nomor 456/Pdt.G.S/PN Smd ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab-Undang Undang Hukum Perdata. 

2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai pertimbangan hukum serta 

amar putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 456/Pdt.G.S/2018/PN 

Smd ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020. 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang hendak dicapai, 

maka peneletian ini diharapkan dapat memberikan maaf sebagai berikut:  

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penulisan ini dapat memberi manfaat teoritis yakni 

sebagai berikut: 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dalam 

bidang ilmu hukum dan referensi bagi penulis yang ingin melakukan 
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penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

 Diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat praktis, yakni 

sebagai berikut: 

 Penulis berharap penulisan ini bisa memberikan penambahan 

wawasan baru kepada pembaca mengenai pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam bidang hukum, menambah pengetahuan serta 

menjadi masukan bagi masyarakat luas.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pada Ganti Kerugian 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Guna Pembangunan Waduk Jatigede 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan 456/Pdt.G.S/2018/PN Smd)" secara singkat akan 

dikemukakan guna mempermudah dan memperjelas alur pembahasan dalam 

penulisan ini. Berikut adalah sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima 

bab) yakni: 

BAB I   PENDAHULUAN 

   Bab pertama ini terdiri dari 5 (lima) bagian, yakni latar    

 belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab kedua ini memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari 

tinjauan teori yang membahas mengenai hak atas tanah dan 

macam-macamnya, serta pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. Selanjutnya tinjauan konseptual memuat 

tentang perbuatan melawan hukum, dan ganti kerugian.  

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ketiga terdiri dari jenis penelitian, jenis data yang 

digunakan, cara perolehan data, jenis pendekatan 

yang digunakan dalam penulisan ini, serta analisis 

data.  

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab keempat dalam penulisan ini memuat hasil 

penelitian serta analisis hukum mengenai 

permasalahan yang telah tercantum di dalam rumusan 

masalah.  

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima dari penulisan ini berisikan kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis. Bab ini juga memuat suatu saran yang 

diharapkan dapat membantu setiap kalangan. 


